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PENDAHULUAN 
I 

memilih dan menentukan hukum mana yang

Berkenaan dengan hubungan dagang antar 
I 

dipakai dalam penyelesaian perselisihan

negara atau hubungan bisnis antara pelaku I bilamana terjadi dtspute dalam pelaksanaan

usaha dari suatu negara ke negara lainnya, I nerJanJian dimaksud (dlspute ctause). Namun

maka timbul berbagai macam permasalahan I menJadi persoalan apabila para pihak tidak

akibat benturan-benturan hukum Oan I ata, lalai mencantumkan dlspute clause
I

peraturan antara satu negara dengan negata I tersebut sebelum terjadinya permasalahan.

lainnya lainnya. Demikian iuga tidak Jarang I Persoalan kemungkinan akan menjadl

terjadi antara seseorang atau satu pihak I berkepanjangan, karena terdapat unsur-unsur

dengan orang atau pihak lainnya. Salah .at, I asine di dalamnya. Permasalahannya,

permasalahan yang sering terjadi dalam I dapatXan dalam Perjanjian Kerja memuat

hubungan dagang atau bisnis lnternasionat I mausula pilihan hukum seperti pada

adalah permasalahan hubungan kerja lintas I nerjanjian (bisnis atau dagang) pada

negara, terutama yang menybngkut klausut I umumnya sebagaimana dimaksud pada azas

pltlhan hukum dalam Perjanjlan Kerja atau I feOeOasan berkontrak ?. Persoalan inilah

Kontrak Kerja. I VanS diangkat dalam tulisan ini, walaupun

Klausula pilihan hukum (cholce of taw) adalah I af<an mengerucut hanya pada cholce of taw

merupakan ketentuan yang mengatur hukum 
I nerianJian kerja atau Kontrak Kerja dalam

mana yang berlaku (Elovernlnr law) dalam 
I 

hubungan kerja.

suatu perjanjian (termasuk Perjanjian Kerja), I Upaya mencari jawaban !€ng akurat,

atau menentukan hukum mana yang harus 
I 

inOenenden dan arlumentattf serta

diterapkan apablla terjadi perselisihan I reasonable dalam kasus pllihan hukum lnl,

diantara pihak-pihak yang melakukan 
I 

tiOat< kurang upaya yang ditakukan.

perJanJlan (appllcable law). 
I DisamOing melakukan studi kepustakaan dan

Berdasarkan azas kebebasan berkontrak 
I 

stuOi komparasi melalui koordinasl dengan

(begilnzel der contact vr[heldl pada dasarnya I berbagai instansi terkait, Biro Hukum
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PENDAHULUAN I memilih dan menentukan hukum mana yang

Berkenaan dengan hubungan dagang antar I dipakai dalam penyelesaian perselisihan

negara atau hubungan bisnis antara pelaku I bilamana terjadi drspute dalam pelaksanaan

usaha dari suatu negara ke negara lainnya, I perjanjian dimaksud (drspute ctause). Namun

maka timbul berbagai macam permasalahan I menJadi persoalan apabila para pihak tidak

para pihak dapat secara bebas menentukan I Departemen Tenaga Kerja dan Transmilrasi Rl

dalam (klausul) perjanjian yang dibuat untuk I melayangkan surat pertanyaan kepada Dekan
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Fakultas Hukum Universitas lndonesia cq'

Center for lnternatlonat Law Studres -Lembaga

Pengkajian Hukum lnternasional- (LPHI FH-UI)

Nomor 8.34O/SJ/HK/2OOS tanggal 8 Agustus

2005, guna meminta pandangan-pandangan

atau pendapat para pakar dan akademisi guna

memberikan masukan berkenaan dengan

chotce of law terutama yang menyangkut hal-

hal yang berkenaan dengan pilihan hukum

pada Kontrak Kerja. Pendapat LPHI FH-UI

disampaikan melalui surat Nomor

L88/ LPHJ/V\\V 2OO5, ta n gga I 22 Agustus 2005

perihal penjelasan mengenai HPI lndonesia.

Penjelasan dari LPHI FH-UI inilah yang akan

ditampilkan dalam tulisan inidengan komentar

saya terhadap pandangan-pandangan LPHI FH-

Ultersebut.

PERMASATAHAN

Dari3 macam topik permasalahan dalam surat

pertanyan tersebut diatas, hanya satu topik

permasalahan yang akan dibahas, yakni

apakah seorang Warga Negara Asing ("WNA")

yang bekerja di lndonesia pada level iabatan di

bawah Direksi atau Komisaris, yakni (biasanya

dengan namen clatuurl General Manager

("GM") atau Senoir Managier ("SM") ke bawah,

dapat melakukan choice of law pada

hukum negara asalnya atau hukum suatu

negara tertentu (dalam perjanjian kerjanya

dengan korporasi tempat kerjanya) ?

ANALISA

Berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan tersebut di atas, darl Center for

lnternatlonal Law Studles (Lembaga

Pengkajian Hukum lnternasional)

Hukum Universitas lndonesia, "LPHI FH-U1",

memberikan pendapat sebagai berikut :

Seorang WNA yang bekerja di korporasi

lndonesia sebagai GM atau SM yang

berkewarganegaraan asing, dapat bekerja di

lndonesia karena 3 hal, sebagai berikut: ..

1,. GM atau SM melakukan kontrak kerja

(perjanjian kerja, labour a4reement)

dengan kantor pusatnya (Prlnclpal) dan

kemudian ditempatkan pada anak

perusahaan Principal di lndonesia;

2. GM atau SM melakukan kontrak kerja

dengan PT (perseroan) PMA di lndonesia

yang langsung mempekerjakan di proyek

PT. PMA tersebut di wilayah lndonesia; dan

3. GM atau SM melakukan kontrak kerja

dengan PT (baik PT. biasa, maupun PT.

PMA atau PT. PMDN) yang bergerak di

bidang penyedia jasa, lalu GM atau SM

tersebut di tempatkan di proyek PT lain di

lndonesia yang memiliki perjanjian dengan

PT penyedia jasa tersebut (outsourcint).

(semua kontrak yang dilakukan oleh dan

antara GM atau SM dengan Princlpal atau

PT tersebut untuk selanjutnya disebut

sebaga i " Kontmk KerJa")

Kontrak Keria yang dilakukan melalui

kemungkina-kemungkinan tersebut di atas

adalah termasuk dalam lingkuo Hukum

Perdata lnternasional ('HPl"). Kontrak

Kerja tersebut dikategorikan demiklan,

karena dalam Kontrak Kerja lnlada unsur.

unsur asino yang berkaltan dengan (a)

oihak-olhak dalam Kontrak Kerja, dlmana
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subyek hul<um lndonesia yang be$egl-delgA0

subvek hukum aslng; dan (b) temoat orestasi

atau pekerjaan dilakukan di lndonesia.

Kewarganegaraan yang berada darl subyek

hukum atau tempat dimana prestasi atau

pekerJaan d lla kukan merupa kan Titlk Pertalla n

Primer ("TPP"). TPP adalah salah satu teori

yang dikenal dalam HPl, yang berarti faktor-

Fktor dan keadaan-keadaan vanq

menclotakan bahwa suatu hubungan menjadi

hubungan HPI (vlde Sudargo Gautama,

Pengantdr HPI lndonesr€, Jakarta Blnaclpta,

7987, ha1.25). Dengan pertautan tersebut,

maka terjadl pertemuan slstem hukum

lndonesla dengan suatu slstem hukum aslng.

Pertautan antara sistem-sistem hukum yang

berbeda mengaklbatkan perlu dltentukan-nya

hukum yang berlaku (appllcble law) bagi

Kontrak Kerja tersebut.

Esrdasarkan asas kebeDasan berkontrak

dalam bldang hukum kontrak' (sebagalmana

tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata

lndonesla), hukum yang berlaku bagl suatu

kontrak dltentukan oleh para pihak

berdasarkan teorl Plllhan Hukum. Teori Plllhan

Hukum lnl, adalah salah satu teori yang

dikenaldalam HPl.

Pillhan Hukum telah dlterlma secara umum,

namun yang menjadi permasalahannya adalah

sampai sejauhmana Pilihan Hukum dapat

dilakukan, atau dengan kata laln, apakah yang

menjadi batasan-batasan bagi dilakukannya

Pilihan Hukum.

Dalam bukunya Pengantar Huhum ftrdata
lnternaslonal lndonesla, Sudargo Gautama

menyebutkan (hal. LTO\ bahwa ' ....rr,da

polahnya pan plhak memang, bebas untuk

melakukan plllhan hukum yang merela

kehendahl, Tetapl kebebasan lnl bulap benrtt

sewenang-wenang. Plllhan Hu4um hanya boleli.

dllakukan sepanJang tldak metan*lar apa

wng, dlkenal seba$al 'keterilban umum.* . ,

Lebih lanjut beliau menlatakan, bahwa

ketertiban umum yang dlmaksud dalam

pengertlan lnl adalah "... Ronsepsl yang

terbatas sekafl darlpada ordre publlc lnl,,

Lain pembatasan, lalah bahwa Plllhan Hukum

hanya boleh hanya boleh dllangsungkan untuk

bidartdikontrak tetapl tidak semua bidang

kontrak.

Ada pengecualiannya, yaknl mengenal

Kqntrak Kerja (Sudargo, hal. 170). persoalan

lnl terkalt dengan kaldah-katdah hukum )ang
m€nurut beliau bersifat super memalrra.

Kaldah-kaldah lni dtkatakan .sebagal,

",';Petail)ran-pmrturan WnE slfatnya

demlklan , elalt dengan peaftunn dartpada

seluruh kehlduqn ekonoml suatu neglan....'.

Sebagal contoh dikemukakan peraturan-

peraturan mengenal devisa, peraturan

mengenai pembatasan idport dan export,

peraturan mengenal sowa-menyewa dan

peraturan mengenal sewa-beli. Lebih lanJut

dalam tullsannya, beliau menyatakan bahwa,

"..,.Ketentuan-ketentuan lnl berstfat Soclal

Ekonomls dan demlklan penilng adanln

karena bertuJuan untuk mettndunflt plhak

Wng dlan{glapakonomls atau (secara) soslal

temah.

,NFO HWW V.rl lt lun zmt 23



Satu dan lain, demi kepentlngan Negan dan

Juga yan{ bersan$kutan secafia keseluruhan."

t"i ,, , -,.

itebth .lanjut dalam tulisan Sudargo Gautama

:,ft!€ratterihan contoh sebagal berikut (Aneka

ilktasa/afil,r,'Hukum ., Perdata lnternaslonal,

,Bandung, Alumni, 1985, hal.9):

.iPerusahaan PMA Jerman yang menanam

modal di lndonesia, telah men$adakan kontrak

den$an seoEng direhur Jerman yang hendak

dtpekerjakan di lndonesla pada Perusahaan

PMA Jerman itu.

Setelah tiba dl lndonesla, ternyata pekerJaan

darlpada Dlrektur berkewarganegaraan

Jerman ini kuranS, memuaskan.

Walaupun kontrak telah dibuat di

Jerman (HamburE), antara Direktur Jerman

,Mn perusahaan Jerman yang menanam

tnodal dl lndonesla ltu, semua syarat-syarat

ditentukan menurut ketentuan hukum Jerman,

Rontrak diadakan dalam bahasa Jerman, mata

uang pembayaran ga|t dan' fasllltas-fasilitas

lalnnya JuEa dalam DM, ternyata bahwa

bllamana hendak dlputuskan hubun$an kerja

dengan Direktur Jerman lni oleh Perusahaan

PMA Jerman dl Jakarta dlmana pekerJaan

dilakukan oleh plhak Dlrektur Jerman lnl tldak

menyetujul putusan inl, dapat dlaJukan

keberatan kepada Panltla Penyelesaian

Perburuhan setempat Dan Panltla lnllah dapat

menentukan, apakah plhak Jerman harus

dipekerJakan terus oleh PMA Jerman dl

lndonsla atau hanya dapat dlputuskan

hubungan kerJanya dengan memberlkan

pengglantlan kerugian pesangon serta laln4aln

syarat yang dapat membuat tercengang,

perusahaan Jerman itu karena.same sekall

tldak dikenal dalam hul<um Jerman!.

Padahal hukum Jerman inilah Wng

ditentukan berlaku oleh mereka waktu

men$adakan kontnk kerja dl Hamburg.

Karena pekerJaan ditakukan di tndonesh,

ma\a secara memaksa, kami katakan

secara 'Solper Memaksa' berlakukan

ketentuan-lretentuan lndonesta mengenal

perburuhan dan pemutusan hubungan Rerfia.

Jadl lretenfuan-ketentuan hukum kerla

Jerman Wng dtnyatakan berlaku di dalam

Rontrak plhak perusahaan Jerman dan

Dlrektur Jerman itu, ternyata ttdak dapat

diper$kukan di lndonesia, karena secar?t

Super 'Memahsa bertakulah ketentuan-

ketentuan lndonesia menflenat perburuhan dl

Qalam wllayah lndonesia untuk pekerJaan Wng

dllakukan dl negara lnf .

Beberapa tahun setelah penulisan tersebut di

a.tas, Sudargo Gautama (:Himpunan

Yurlsprudensl lndonesla Yang Pentlng Untuk

Pnktek Seharl-harl, Jilid 5, Bandung Citra

Aditya Bakti, 1993, hal. 77) menegaskan

pandangannya tersebut dalam komentar

beliau dalam Putusan MA Rl

No.1573.K/PdV1989 yang menyatakan

bahwa dalam ",,,perkara perburuhan, untuk

pekerJaan yang dllakukan dalam rcngka PT dl

lndonesla, tidak Dlsa taln dartpada dtpakat

hukum mengenal perburuhan yang Mrlaku dl

lndonesia."

Sejauh ini pandangan sebagaimana,diuraikan

di'atas, tidak berubah.
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Hal ini ditambahkan lagi dengan pemikiran

bahwa hukum perburuhan termasuk bidang

hukum perdata yang memiliki aspek aspek

publik dan administratif.

Dlpandang dari teori HPI yang lain, dalam

menentukan hukum yang berlaku bagu

hubungan hukum dalam rangka Kontrak Kerja

ini juga dapat dilaksanakan sesuai dengan

teori lex locl soluslonls.

Berdasarkan teori ini, hukum yang berlaku

suatu kontrak ditentukan berdasarkan hukum

darl locus atau tempat dlmana kontrak

tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal

kontrak Kerja yang dilakukan oleh GM atau

SM, karena tempat pelaksanaannp adalah

lndonesia, maka hukum yang berlaku adalah

hukum lndonesia.

Oleh karena ltu, berdasarkan prinslPprlnslp

HPI yang dlanut dl lndonesla, maka hukum

yang berlaku bagl GM atau SM (rcng

berkewarganegaraan aslng) yang bekerja dl

lndonesla, adalah hukum lndonesla dan

karenanya Plllhan Hukum dalam Kontrak

KerJanya dlbatasl berdasarkan konsep Kaldah

Suoer Memaksa.

KOMENTAR

Pada prinslpnya saya sependapat dengan Prof.

Sudargo Gautama yang dikutlp oleh LPHI-FHUI

dalam kasus seorang Direktur Jerman yang

hendak dlpekerjakan di lndonesla pada buku

Hlmpunan Yurlsprudensl lndonesla dan

Pengantar Hukum Perdata lntemaslonal

lndo;nesla dan menylmpulkan darl contoh

tersebut, bahwa Retentuan-ketentuan hukum

Jerman Wnft dlnvatakan berlaku (Penulis.:

cholce of law) dl dalam Kontrak (Rerjtl plhak

perusahaan Jerman dan Dlrektur Jerman ftu,

temvata tldak daoat dlberlakukan dl lndonesla

karena secara Super Memaksa berlahukan

ketentuan-ketentuan lndonesla mengenal

perburuhan dl dalam wllayah lqdonesla

untuk pekerJaan yang, dllakukan dl lndonesla. "

Prof. Sudargo dalam komentarnya terhadap

Putusan MA Rl Nomor Ll7g.WPdt/Lg8g

tersebut menyatakan bahwa dalam perkara

perburuhan, untuk pekerjaan yang dllakukan

dalam rangka PT dl lndonesia, ildak blsa laln

darlpada dipakai hukum mengenal perburuhan

lndonesia'. Namun apablla klta mencermafi

putusan MA Rl Perkara Nomor

L573.WPil1V1989, MA memutuskan dan

mgnyatakin mengenlrampingkan hukum

lndonesia dan mengembalikan kepada cholce

of law yang menunJuk penyelealan

persellslhan para plhak pada hukum Swa$.

Menurut hemat saya, penolakan Mahkamah

Agung dalam kasus Perkara Nomor

1573.1VPdV1989 tersebut, terkalt dengan

poslsl plhak "PekerJa' yang mendudukl Jabatan

sebagal anggota Dlreksl. Sementara prof.

Sudargo Gautama menggenerallslr semua

WNA yang bekerja dl lndonesla adalah berlaku

ketentuan hukum perburuhan lndonesla atas

dasar Kaedah Super Memaksa untuk

pekerjaan yang dllakukan di tndonesla. Oleh

karenanya, dalam surat Kepada Blro Hukum

Departemen Tenaga Kerja dan Transmlgrasl

kepada LPHI-FHUI, diawali dengan penJelasan

bahwa menurut UU Ketenagakerjaan (labour

law) yang dikatcgorikan sebagal pekerjalburuh

adaiah semua karyawan yang bekerja dl
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suatu korponsl (perusahaan) pada level

jabatan di bawah Direksi/Komlsaris. yakni

(btasanya dengan namenclaatur) General

Mana$er atau Senior Manager kebawah'

Sedangkan anggota Direksl/Komisaris (dalam

hal bentuk entitynya adalah perseroan

terbatas / PT) tidak termasuk dalam kate$ori

pekerja/buruh sepaniang dianghat oleh RUPS

(Rapat Umum Pemegang Saham). Bagi

seo ra n g, a nggota Di re ks i/ Ko mi sa rls, h u b u n la n

hukumnya (denEan perseroan) adalah seba$ai

fiduciary duty atau sebagai duty of skill and

care, walaupun ia (an$gota Direki/Koimtsaris

yang bersangkutan) seorang professional

managet ya n E buka n sha reholders.

Penjelasan dalam surat Kepala Biro Hukum

tersebut untuk menegaskan batasan bahwa

yang menjadi persoalan dan yang dimintakan

pendapat mengenai choice of law, hanyalah

tenaga kerja asing (TKA) yang pure dalam

hubungan kerja dan tidak pada orang asing

yang mendududki jabatan sebagai anggota

Direksy'Komisari, demikian juga status plllhan

hukum dalam konteks TKA yang bekerja

melalui Kontrak Kerja dengan company

lndonesia.

Sebelum mengomentari tebih jauh mengenai

cholce of law, saya kembali pada analisis

LPHI-FHUI yang membedakan orang asing

(Warga Negara Asing, WNA) yang bekerja di

lndonesia karena 3 (tiga) hal, yakni GM atau

SM (baca : tukerJal melakukan kontrak kerja

dengan kantor pusatnya (Prlnclpat) dan

kemudian di tempatkan Pada anak

perusahaan Principal di lndonesia; dan

PekerJa melakukan kontrak kerja dergan PT

(percercan) PMA di lndonesia yang langsung

mempekerjakan di proyek PT. PMA tersebut di

wilayah lndonesia; serta Pekerja melakukan

kontrak kerja dengan PT atau perseroan (baik

PT. biasa, maupun PT. PMA atau PT. PMDN)

yang bergerak di bidang penyedia jasa, lalu GM

atau SM tersebut di tempatkan di proyek PT

lain di lndonesia yang memiliki perjanjian

dengan PT. penyedia jasa tersebut

(outsourcin9). Hemat saya, pengelompokan

tersebut di atas, sudah sesuai dengan konteks

permasalahan, yakni jabatan-jabatan GM atau

SM kebawah yang saya terjemahkan sebagai

(kelompok)' Pekerja. Artinya, TKA yang

bersanfgkutan bekerja berdasarkan hubungan

(erja, baik di lndonesia, atau hubungan kerja

dari luar negeri dengan Prlncipalnya.

Yang menjadi persoalan sebagaimana telah

saya kemukakan tersebut di atas, bahwa

contoh yang diambil dalam analisa LPHI-FHUI

tersebut, adalah c,ontoh yang dikernukakan

oleh Prof. Sudargo Gautama dalam bukanp

Hlmpunan Yurlsprudensi lndonesla Yan!

Pentinf Untuk Praktek Seharl-harl (Landmark

Decisions) Berikut Komentar, Jilid 5, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung 1993, hal. 73 dan

merujuk pada Putusan Mahklamah Agun€

Republik lndonesia Reg. Nomor

L537.WPdV 1989 dalam kasus seorang

anggota Direksi yang "diputuskan hubungan

kerjanya" sebagai salah seorang Direktur

perseroan (PT) di lndonesia. Dengan kata lain,

ia (anggota , Direksi yang bersangkutan)

I
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diberhentikan sebagai anggota Direksi

berdasarkan UU Perseroan (yakni Pasal 36

sampai Pasal 56 Wetboek van Kopenhandel

yiang mengatur mengenai perseroan terbatas

berikut segala perubahannya, terakhir dengan

UU Nomor 4 Tahun L97tl pada waktu itu

(1989). Oleh karenanya, hubungan hukumnya

bukan hubungan hukum perburuhan (labour

law), akan tetapi hubungan hukum bisnis

lcorporate law).

Kembali pada kasus anggota Direksi tersebut,

Prof. Sugargo (hal. 73) mengemukakan

pendapatnya bahwa Mahkamah Agung dalam

memberikan putusannya sekarang lni telah

memperhatikan segi-segi dan asas€sas

Hukum Perdata lnternasional berkenaan

dengan artl daripada pllthan hukum dan

pembatasan-pembatasan dari pada pilihan

hukum serta pengertibn daripada pemilihan

domisili. Mahkamah Agung berpendapat

bahwa karena (dalam kasus tersebut) telah

dilakukan pllihan hukum, yaitu hukum Swiss

yang berlaku untuk perjanjian kerja yang akan

berlaku di lndonesia ini, dan juga karena telah

dipilih domisili di ZuglSwiss, maka dengan

demikian hukum yang harus diterapkan adalah

"Hukum Swiss" serta domisili yang mereka

(para pihak) sepakati adalah ZuglSwiss,

maka peradilan yang berwenang untuk

mengadili sengketa, ialah peradilan Swiss.

Peradilan lndonesia tidak berwenang untuk

mengadilinya. Hal inijelas dalam Putusan MA

(lihat juga hal. t25l,, yang mengabulkan

permohonan kasasi, membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Timur, kemudian

menyatakan bahwa Pengadilan lndonesie{idak

berwenang untuk memeriksa dan mengadlli

perkara ini.

Prof. Sudargo menyanggah . pandangan

(putusan) Mahkamah Agung tersebut (hal. 74),

dan menyatakan menyimpang daripada apa

yang dianut oleh mayoritas sarJana HPI

berkenaan dengan persoalan plllhan hukum

dan pembatasan di bidang hukum perburuhan.

Beliau berpendapat (,bd) bahwa plllhan

hukum tidak dibenarkan apabila berkenaan

dengan kontrak-kontrak yang menurut istllah

yang kami pergunakan bersifat 'Super

Memaksa". . , Disini termasuk Peraturan

Pemerintah yang mempunyal tujuan

perlindu?Eari pada masyarakat dan bersifat

sosial ekonbmis, seperti misalnya peraturan

tentang sewa-/nenyewa, ketentuan-ketentuan

yang mengatur soal prburufnn, termasuk

Kontrak Kerja seperti dalam perkara sekarang

ini. Juga termasuk disini ketentuan mengenal

devisa, mengenai guota, impor, mengenal

segala sesuatu yang mengatur mengenai

impor dan ekspor perdaganpn dan

sebagainya.

Lebih lanjut Sudargo mengemukakan (hal. 75)

bahwa dalam perkaran sekarang inl, tidak

bisa lain bahwa hukum lndonesialah yang

akan harus dipergunakan untuk hubungan

kerja antara seorang Direktur dari sebuah PT

yang beroperasi di lndonesia...,-suatu PMA

yang berkedudukan di lndonesia, didirikan

menurut hukum lndonesia dan juga

rnelakukan usahanya di lndonesia.

Namun demikian, menurut hemat saya,

pendapat Prof. Sudargo tersebut tidak salah
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dalam hal yang menjadi persoalan adalah

pada jabatan-jabatan GM atau SM kebawah.

Artinya hubungan hukumnya adalah hubungan

hukum perburuhan dan bukan "wilayah"

corporate law. Walaupun dalam kasus ini,

pihak "pekerja" yang bersangkutan (darisudut

pandang Multy National Company) adalah

merupakan Pekerja berdasarkan perjanjian

kerja dengan Princlpal di Swiss. Namun dari

sudut pandang hukum perseroan lndonesia

(corporate law), ia bukan Pekerja, ia diangkat

dalam kaitannya dengan adanya Rapat Umum

Pemegang Saham yang mendudukkan ia

sebagai salah seorang anggota Direksi. Oleh

karenanya sejak dari awal suratnya, Kepala

Biro Hukum juga sudah mengingatkan

mengenai "wilayah" hukum ketenagakerjaan

dan 'wilayah" hukum korporasi. Namun dalam

komentar-komentar Prof. Sudargo tidak

memisahkan mana dalam kaitan dengan

hubungan kerja (sebagai pekerja) dan mana

dalam konteks hubungan' hukum perdata

(bustness a$reement) yang kemudian dianut

LPHI FH-UI.

Dengan demikian dapat disimplkan, bahwa

dalam kasus ini bukanlah dalam konteks

ketentuan-ketentuan yang mengatur soal

perburuhan Mungkin beliau (Prof. Sudargo)

lupa bahwa hubungan kerja bersifat sub

ordinasi dan hubungan bisnis atau

partenership agreement bersifat koordinasi.

Sekali lagi, saya sependapat dengan putusan

Mahkamah Agung (dalam kasus ini) yang

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan

menyatakan Pengadilan lndonesia tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara terebut dan mengembalikan pada rel

chorce of law dalam klausul Perjanjiian Kerja

mereka (diswiss).

Untuk lebih memperjelas mengenai pilihan

hukum bagi Pekerja (TKA) dalam..hubungan

kerja, surat Kepala Biro Hukum Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

8.3L8/SJ/Hk./2OOS tanggal 22 Juli 2005

perihal Kedudukan Hukum TKA di lndonesia

(butir 3.) bahwa bagi TKA yang menduduki

jabatan dalam struktur organisasi perusahaan

di bawah Direksi, hubungan hukumnya adalah

hubungan kerJa yang didasarkan pada PKWT

dan tunduk pada hukum (ketenagakerjaan)

lndofiesia. Namun bagl TKA yang menduduki

jabatan' sebagai anggota Direksi/Direktur ,

hubungan hukumnya adalah hubungan

hukum perdata'aan zlch- yang didasarkan

pada partnershlp agreemet dan berlaku

hukum lndonesia (cq. UUPT), walaupun tidak

tertutup kemungkinan bahwa yang

bersangkutan mempunyai hubungan kerja

tersendiri dengan perusahaan induknya

(:Princlpal') sebagai wakit pemegang saham,

dan ia sendiri sebagai'professional",

Mengenai hubungan kerja antara anggota

Direksi/Direktur yang bersangkutan dengan

perusahaan induknya di luar negeri merupakan

hal yang terpisah dan bukan merupakan

"wilayah" hukum perburuhan (:lndonesia).

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan

diantara mereka, penyelesaiannya

diselesaikan menurut pilihan hukum (cholce of

law) yang, ditentukan dalam , perjanjian

kerjanya.

T'
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Dalam hal GM atau SM ke bawah, melakukan

Kontrak Kerja (langsung) dengan perseroan

lndonesia dan di hire langsung oleh perseroan

yang bersangkutan untuk proyek-proyek di

wilayah Rl, maka disinilah tidak ada dan tidak

dimungkinkan adanya pilihan hukum.

Demikian juga dengan apabila ia beklerja

sebagai tenaga kerja (TKA) outsourclng'

Artinya, ia bekerja pada suatu company bidang

jasa (dengan suatu surat tugas) ia

melaksanakan pekerjaan di suatu perusahaan

lain, maka sepanjang hubungan kerjanya Jelas

dengan suatu perusahaan . (korporasi)

lndonesia, dan tidak menduduki jabatan

sebagal anggota Direksl, maka ia (TKA yang

bersangkutan) tidak dapat menentukan

berlakunya suatu hukum tertentu dalam

perjanjian kerjanya, kecuali h ukum .lndonesia.

Karena sesuai dengan surat Kepala Biro

Hukum Nimor B3L9/SJ/HR./2OOS tersebut di

atas, tidak ada pillhan hukum dalam hal atau

berkenaan dengan hukum perburuhan yang

sifatnya ada la h dwa ngew n recht.

Dengan demikian, mendasarisurat Kepala Biro

Hukum Depnakertaran, saya sependapat

dengan Prof. Sudargo Gautama, bahwa tidak

ada pilihan hukum bagl Pekerja (termasuk

Tenaga Kerja Asing) di lndonesia, namun tidak

untuk konteks anggota Direksi, baik sebagai

pemegang saham atau sebagai wakil atau

kuasa pemegang saham. Demikian juga

dengan pekerja yang bekerja dan bekerja

sebagai utusan dari suatu perusahaan

(Prinsipal) dari luar Negeri.

KESIMPUI.AN *

1,. Kontrak Kerja antara orang asing yang

bekerja di lndonesia dan menduduki

jabatan sebagai anggota Direksi atau

Komisaris, harus dibedakan dan

dipisahkan dengan Kontrak Kerja antara

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekeria di'

lndonesia.

2. Orang asing yang bekerja di lndonesla yang

menduduki jabatan sebagai anggota

Direksi atau Komisaris dl suatu

perusahaan atau perseroan (companyl

berbadan hukum lndonesia, tidak
. :.

dikategorikan sebagai pekerja berdasarkan

Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja
:

lndoriesia, karena ia bukan dalam

hubunlan kerja berdasarkan UU

Ketenagakerjaan, akan tetapi tunduk

pada hukum perseroan lcorponte tawl,

yakni UU No. 1 Tahun 1995 dan stak+

holdemya. Bahwasanya ia ada Perjanjian

Kerja atau Kontrak Kerja dengan suatu

company (Prlnclpall di luar negeri (yang

mungkin sebagai shareholders) atau

sebagai pemeEang prokurasl (procuratle

houder), hal tersebut adalah merupakan

persoalan lain yang terpisah. Dalam

konteks ini, dalam Kontrak Kerja Tenaga

Kerja Asing dimaksud dapat memuat

klausul plllhan hukum dalam Kontrak

Kerjanya.

3. Kontrak Kerja bagi orang asing yang

berkerja (Tenaga Kerja Asing) dengan

suatu company lndonesia pada level

jabatan dibawah Direksi atau Komisaris,

yang murni dalam hubungan kerJa, tidak
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dimungkinkan adanya pilihan hukum

berkenaan dengan status hubungan kerjanya

tersebut.

4. Kontrak Kerja bagi orang asing (Tenaga

Kerja Asing, TKA) yang berkerja dengan

suatu eompany lndonesia pada level

jabatan dibawah Direksi atau Komisaris,

yang hubungan kerjanya dengan company

di luar nergeri dan berkenaan dengan

suatu hubungan dalam rangka Tnns

Nationa Company atau hubungan hukum

lainnya dan Kontrak Kerja di lakukan di

Luar Negeri, maka dimungkinkan ada

pilihan hukum pada suatu hukum Negara

tertentu, atau hukum dari Negara dimana

dilakukan Kontrak Kerja. *******
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